
 
 
 
 

 
 

 

 

 

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
 

                                          NOMOR 100.3.3.1/110 TAHUN 2026     
 

TENTANG 
 

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 
 

Menimbang : a. bahwa  untuk  menciptakan tertib administrasi 
pemerintahan,  memberikan  kejelasan  dan  kepastian 
hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi 
aspek teknis dan yuridis perlu dilakukan penetapan dan 
penegasan batas Desa. 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, 
perlu  membentuk  Tim  Penetapan  dan Penegasan Batas 
Desa di Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan 

Gubernur; 

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a,  dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Gubernur  tentang  Tim Penetapan Dan Penegasan Batas 
Desa  Provinsi Jawa Tengah. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 
2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6867); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik  Indonesia  Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali  terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor                   
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);  

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 
tentang tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas 
Desa  (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 1038); 

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor                         
5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun  2025  Nomor 5, Tambaran Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 169; 
 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : 
 

 

 

KESATU : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa  Provinsi Jawa 
Tengah dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II 
Keputusan Gubernur ini. 

 

KEDUA : 

 

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU  
adalah : 

a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
penetapan dan penegasan batas Desa di wilayah Provinsi 
Jawa Tengah; 

b. memberikan pedomam umum yang berkaitan dengan batas 
Desa di wilayah Provinsi Jawa Tengah; 

c. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan 

batas Desa; 

d. melakukan supervisi teknis / lapangan dan/atau 
pendampingan dalam penegasan batas Desa; 

e. melakukan sosialisasi penetapan dan penegasan batas 
Desa di wilayah Provinsi Jawa Tengah; 

f. mengadakan pelatihan berkaitan dengan penetapan dan 
penegasan batas Desa; 

g. fasilitasi kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa; 
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h. menyampaikan laporan perihal proses kegiatan penetapan 
dan penegasan batas Desa kepada Menteri yang 
menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan desa 
melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa; dan 

i. menyampaikan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana 
dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h kepada 
Gubernur Jawa Tengah. 
 

KETIGA 

 

: 

 

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.  
 

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka 
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 146/21 Tahun 2024 
tentang Tim Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Provinsi                  
Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
 

 
Ditetapkan di  Semarang 

                                                                    pada tanggal 29 April 2026                    

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 

 
                                                                             AHMAD LUTHFI 

 
SALINAN :  Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. 

 

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; 

2. Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa  Kementerian Dalam Negeri;   

3. Wakil Gubernur Jawa Tengah; 

4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah; 

7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Provinsi Jawa Tengah; 

8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

9. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa  Provinsi Jawa Tengah. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ttd 

Salinan sesuai dengan aslinya  
${jabatan_pengirim},          
 
 
 
       ${ttd_pengirim}    
 
 
 
${nama_pengirim}  
Pembina Utama Muda  
NIP. ${nip_pengirim}   
 

Haerudin, S.H., M.H.

Kepala Biro Hukum

197007291996031001

${ttd}

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                               3 / 5                               3 / 5



LAMPIRAN I 
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 100.3.3.1/110 TAHUN 2026 
TENTANG 
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN 

BATAS DESA  PROVINSI JAWA TENGAH. 
 

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN  
BATAS DESA PROVINSI JAWA TENGAH 

 

NO 

 

JABATAN/INSTANSI 

 

KEDUDUKAN 

DALAM TIM 

 1 2 3 

1.  Gubernur Jawa Tengah. Ketua  

2.  Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua 

3.  Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris 
Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

Anggota 

4.  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 
Jawa Tengah. 

Anggota 

5.  Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama 
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah  

Anggota 

6.  Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi                        
Jawa Tengah. 

Anggota  

7.  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi                               
Jawa Tengah. 

 

8.  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Provinsi Jawa Tengah. 

Anggota 

9.  Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan 
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. 

Anggota 

10.  Kepala Bidang Penataan dan Regulasi Desa pada Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. 

Anggota 

11.  Ketua Kelompok Kerja Penataan dan Perkembangan Desa 
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi                         

Jawa Tengah. 

Anggota 

12.  Ketua Kelompok Kerja Fasilitasi Regulasi Desa pada Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. 

Anggota 

 
GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 

 
AHMAD LUTHFI 

 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya  
${jabatan_pengirim},          
 
 
 
       ${ttd_pengirim}    
 
 
 
${nama_pengirim}  
Pembina Utama Muda  
NIP. ${nip_pengirim}   
 

ttd 

Haerudin, S.H., M.H.

Kepala Biro Hukum

197007291996031001

${ttd}
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LAMPIRAN II 
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 100.3.3.1/110 TAHUN 2026  
TENTANG 
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN 

BATAS DESA PROVINSI JAWA TENGAH. 
 

URAIAN TUGAS TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN  
BATAS DESA PROVINSI JAWA TENGAH 

 

NO KEDUDUKAN TIM RINCIAN TUGAS 

1 2 3 

1.  Ketua a. Memberikan pembinaan dan pengawasan 

dalam pelaksanaan penetapan dan penegasan 

batas Desa; dan  

b. Memberikan dukungan terhadap 

penyelenggaraan kegiatan penetapan dan 

penegasan batas Desa. 
 

2.  Wakil Ketua Memberikan arahan dalam penyelenggaraan 

penetapan dan penegasan batas Desa. 
 

3.  Anggota  a. Mengoordinasikan, memonitor dan 

mengevaluasi pelaksanaan penetapan dan 

penegasan batas Desa; dan 

b. Melaporkan pelaksanaan penetapan dan 

penegasan batas Desa kepada Ketua melalui 

Wakil Ketua. 
 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 
 

 
ttd 

 
AHMAD LUTHFI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya  
${jabatan_pengirim},          
 
 
 
       ${ttd_pengirim}    
 
 
 
${nama_pengirim}  
Pembina Utama Muda  
NIP. ${nip_pengirim}   
 

Haerudin, S.H., M.H.

Kepala Biro Hukum

197007291996031001

${ttd}
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